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PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 2001
TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : Bahwa sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran tertanggal 30 Desember 2000 yang dibuat oleh
Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan = Daerah-daerah Kota Besar Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 72, Tambahan Lembaga Negara Nomor
3848);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap,
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataran
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang
Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 tahun 1975);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 nomor 6);

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang
Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan
Penerimaan Pensiun, Penyedian Pangan bagi
Pegawai Perusahaan dan untuk Keperluan Khusus
Serta Operasi pasar;

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang
Tata Cara Penyedian dan Penyaluran Subsidi dan
Pensiun Daerah Otonomi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan. Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Penghitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978
tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi
Bendaharawan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099
tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi
Keuangan Daerah,;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595
tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual
Administrasi Barang Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893
tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual
Administrasi Pendapatan Daerah,;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun
1984 tentang Langkah Pertama Pesinkronisasian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316
tanggal 18 September1985 jo. Keputusan Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  903-617  tentang
Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



